SALINAN

KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA JAGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAGAN,

: a. bahwa Dberdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional
atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana
Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana
Desa Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 868);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1000);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1083);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45
Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor
43);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JAGAN TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jagan Kecamatan Bendosari
Kabupaten Sukoharjo.



2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

6. Musyawarah  Perencanaan Pembangunan adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh  Pemerintah  Desa  untuk
menetapkan  prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

11.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

12.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan adat istiadat Desa.

13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.



15.Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana
Desa.

16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

17.Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang
bersumber dari Dana Desa, sebagai upaya penghapusan
kemiskinan ekstrem.

18.SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa
tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi
merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan,
Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa
berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program
dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa
melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan

c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 3

(1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs
Desa, yaitu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(2) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat berupa BLT Desa kepada
keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang menerima BLT Desa merupakan keluarga dengan
kriteria :

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang
disabilitas;

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga
harapan;

d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia;
dan/atau

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh
relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.



(5) Daftar nama-nama penerima BLT Desa Terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan
Kepala Desa ini.

(6) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah
desa dengan metode tunai setiap bulan.

(7) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama
12 (dua belas) bulan.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Jagan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 17 Desember 2024
KEPALA DESA JAGAN,

ttd
MARIYO
Diundangkan di Jagan
pada tanggal 17 Desember 2024
SEKRETARIS DESA JAGAN,

ttd
YOGIE SUGIARTO
(BERITA DESA JAGAN TAHUN 2024 NOMOR 3)



SUMBER DATA

JENIS JUMLAH KRITERIA
No. NAMA NOMOR KK NIK ALAMAT PEKERJAAN | KELUARGA PENERIMA (DTKS/P3KE/HASIL
MUSDES)
DWI JAGAN RT 01/ . . Tidak Menerima .
1 HAPTASARI 3311061105051328 | 3311065701920001 I Tidak Bekerja 2 Bantuan Sosial PKH Hasil Musdes
2 | SUGIARTO | 3311061005059522 | 3311063112660006 fAGAN RT 02/ | \Wiraswasta 2 ii‘f;tiSMenahun/ DTKS
3 | SUPARLAN | 3311062607110002 |3311063112570167 | JAGAN RT 02/ petani/pekebun 2 iﬁé‘;tiSMenahun/ Hasil Musdes
JURANGSARI . Tidak Menerima
4 | SUMIRIN 3311063005120024 | 3311063112560131 | Loy Wiraswasta 2 Bortoar oo prry | DTKS
MANTO JURANGSARI . Tidak Menerima
5 | WIYONO 3311061005059538 | 3311063112440010 | Loy Petani/Pekebun 2 Bortoar oo prry | DTKS
6 | SUHARNO | 3311061804120004 |3311063112710061 | BMMBING RT | (. swasta 2 Sakit Menahun/ DTKS
02/ 11 Kronis
7 | JAYUS 3311061005059576 | 3311061108640001 | BMMBING RT | . o <wasta 3 Sakit Menahun/ DTKS
02/ 11 Kronis
8 | TINAH 3311061610180002 | 3311067112350140 | BLIMBING RT | 5 i/ pekebun 1 Rumah Tangga = | pryq
02/ 11 Tunggal/ Lanjut Usia
9 | MURNI 3320092503110228 | 3311066104830002 | DONDOKREJO | o cwasta 3 Sakit Menahun/ DTKS
RT 03/ 11 Kronis
JOKO PONDOKREJO ) Tidak Menerima
10 | SUSENO 3311063110110005 | 3311063112870020 | prigs, Wiraswasta 2 B oo Soaiat prpr | DTKS




PONDOKREJO

Tidak Menerima

11 | KASINAH 3311061909110013 | 3311067112440095 | proa 1 Petani/Pekebun Bontaan Sosia priy | DTKS
. , PONDOKREJO . Tidak Menerima .

12 | KATIJAN 3311061308070020 |'3311063112420009 RT 03/ 11 Petani/Pekebun Bantuan Sosial PKH Hasil Musdes
BAREPAN RT . Rumah Tangga

13 | SARIYEM 3311061005058609 | 3311067112530059 | ()" 1 Petani/Pekebun Tunggal/ Lanat Usia | DTKS
BAREPAN RT . Tidak Menerima

14 | SUTINEM 3311060602120001 | 3311067112560004 | ('} Petani/Pekebun Bamtoan Secinl pri | DTKS

15 | SUKARNO | 3311062304080002 | 3311063110800002 | BAREPANRT 11 1 Bekerja Sakit Menahun/ DTKS
02/ 111 Kronis

DARTO SUGOREJO RT . Sakit Menahun/ .

16 WIYONO 3311060307150000 18711207094 70000 03/ I Wiraswasta Kronis Hasil Musdes

17 | PARNO 3311062206120012 | 3311063112720034 | SOCOREJO RT |y 1k Bekerja Sakit Menahun/ DTKS
03/ 11 Kronis

18 | WAGIYEM | 3311062108150001 | 3311065609450001 | SOCGOREJORT | (wasta Rumah Tangga | pryg
03/ 11 Tunggal/ Lanjut Usia
REJOSARI RT . Rumah Tangga

19 | SIYEM 3311061105051270 | 3311067112560037 | 57 1y Petani/Pekebun Tunggal) Lanjut Usia | DTKS

SRI REJOSARI RT . . Sakit Menahun/

20 | yarTONo | 3311061105051266 | 3311060103730003 | 0%y Tidak Bekerja Roonis DTKS
REJOSARI RT . Tidak Menerima

21 | WIDODO 3311061608210005 | 3311063112720047 | (% Wiraswasta Bantoan Sociol pri | DTKS
GENENG RT . Tidak Menerima

22 | SIPON 3311062307200003 | 3311064107720007 | (1 Petani/Pekebun Bantoan Sooiol prr | DTKS

23 | MIYADI 3311063005120002 | 3311060604780006 | SENENG RT Wiraswasta Sakit Menahun/ Hasil Musdes
01/ Vv Kronis

24 | WATIMIN 3311060408090007 | 3311063112560103 | SENENG RT Wiraswasta Sakit Menahun/ DTKS

02/ V

Kronis




25

TRI
ASTUTIK

3311061008070001

3374074909720004

GENENG RT
02/ V

Petani/Pekebun

Sakit Menahun/
Kronis

Hasil Musdes

KEPALA DESA JAGAN,

ttd
MARIYO




